
 

           

 

 

 

MAHKAMAH KONSTITUSI 
REPUBLIK INDONESIA 

 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIV/2016 

Tentang 

Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Berkonsultasi  
Dengan Pemerintah dan DPR 

 
 
Pemohon : Juri Ardiantoro, Ida Budhiati, dkk 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 9 huruf a UU 10/2016 bertentangan dengan 
Pasal 1 ayat (3), Pasal 17, Pasal 28 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), 
Pasal 28D ayat (4), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan 
Pasal 28F UUD 1945. 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang sepanjang frasa “...yang keputusannya bersifat 
mengikat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat; 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 

Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
Tanggal Putusan : Senin, 10 Juli 2017. 

 

 Para Pemohon adalah Para Komisioner Komisi Pemilihan Umum yang bertindak untuk 
dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang mempunyai tugas dan 
kewenangan menyusun dan dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk 
setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat serta 
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Pemerintah dalam forum dengar pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a UU 
10/2016. Para Pemohon mempersoalkan mengenai kewajiban Komisi Pemilihan Umum 
untuk berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR dalam penyusunan rancangan Peraturan 
KPU. Mengingat bahwa Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu merupakan self regulatory 
body, maka proses konsultasi dimaksud berpotensi bertentangan dengan konstitusi karena 
telah membatasi, melepaskan, dan menghapus hak konstitusional Pemohon sebagai 
pemegang kekuasaan penyelenggara Pemilu yang mandiri. 

 Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena 
yang dimohonkan pengujian undang-undang in casu UU 10/2016, maka Mahkamah 
berwenang untuk mengadilli permohonan a quo. 

 Berkenaan dengan kedudukan hukum para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon 
menyatakan diri sebagai para Komisioner KPU RI yang potensial dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 9 huruf UU 10/2016. Oleh karena itu, para 
Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 9 huruf a UU 10/2016 sepanjang frasa                   
“... setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat 
yang keputusannya bersifat mengikat” yang dapat dimaknai menghilangkan hakikat 
kemandirian KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayar (5) UUD 1945, Mahkamah 
berpendapat, Walaupun KPU sebagai lembaga yang independen sebagai lembaga yang 
berwenang membentuk peraturan sendiri, tidak berarti bahwa KPU bebas untuk menentukan 
sesuai dengan kehendaknya semua tahapan dalam Pemilihan Umum dan Pilkada, 
sinkronisasi agenda ketatanegaraan dengan tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada sangat 
diperlukan. Oleh sebab itu konsultasi dengan DPR dan Pemerintah bukanlah suatu ancaman 
terhadap kemandirian KPU, akan tetapi dalam rangka keselarasan aturan antara Undang-
Undang dengan pengaturan dalam peraturan KPU. Frasa dimaksud tidaklah bertentangan 
dengan prinsip kemandirian KPU sebab konsultasi demikian, menurut penalaran yang wajar, 
dibutuhkan bagi pelaksanaan fungsi KPU, in casu dalam menyusun peraturan KPU dan 
pedoman teknis yang menjadi kewenangannya, guna mencapai tujuan terselenggaranya 
Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Konsultasi dimaksud juga merupakan 
kebutuhan karena norma Undang-Undang (yang merupakan produk bersama antara DPR 
dan Presiden) tidak selamanya memuat rumusan yang jelas yang mencerminkan maksud 
pembentuknya yang dapat menimbulkan kesulitan pada pihak KPU untuk 
mengimplementasikannya dalam praktik melalui kewenangan yang diberikan kepada KPU 
dalam merumuskan peraturan KPU dan pedoman teknis yang diturunkan dari norma 
Undang-Undang. Oleh karena itu, kesamaan pandangan dan pengertian atau interpretasi 
terhadap norma Undang-Undang demikian antara KPU dan pembentuk undang-undang 
merupakan keniscayaan. Namun, dalam kaitan ini penting ditekankan bahwa kedudukan 
KPU dan pembentuk undang-undang dalam konsultasi di forum dengar pendapat itu adalah 
setara.  

 Namun demikian, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” dalam Pasal 9 
huruf a UU 10/2016 tersebut membawa implikasi teoretik maupun praktik yang dapat 
bermuara pada tereduksinya kemandirian KPU dan sekaligus tidak memberi kepastian 
hukum. Ada beberapa alasan dalam hubungan ini. Pertama, bukan tidak mungkin bahwa 
dalam forum dengar pendapat dimaksud tidak tercapai keputusan yang bulat atau bahkan 
tidak ada kesimpulan sama sekali. Sehingga kebuntuan demikian dapat mengancam agenda 
ketatanegaraan yang keberlanjutannya bergantung pada peraturan KPU dan pedoman 
teknis KPU. Kedua, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” secara teknis 
perundang-undangan juga menjadi berlebihan sebab tanpa frasa itu pun apabila konsultasi 
dalam forum dengar pendapat tercapai kesepakatan maka dengan sendirinya KPU akan 
melaksanakannya. Ketiga, adanya frasa “yang keputusannya bersifat mengikat” telah 
menghilangkan, atau setidak-tidaknya mengaburkan, makna “konsultasi” dalam Pasal 9 
huruf a UU 10/2016 tersebut. Sebagai forum konsultasi, dalam hal tidak terdapat 
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kesepakatan maka KPU sebagai lembaga yang dijamin kemandiriannya oleh UUD 1945 
tidak boleh tersandera dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat peraturan 
KPU dan pedoman teknis sebab lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menjamin 
bahwa Pemilu dan pemilihan kepala daerah terlaksana secara demokratis. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan 
putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “...yang 
keputusannya bersifat mengikat” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 

sebagaimana mestinya. 
 


